PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR 4 TAHUN 2007

TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN LAIK TANGKAP KAPAL PERIKANAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

o

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun
2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo.
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang
Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 1999 tentang
Retribusi Pengujian Kapal Perikanan sudah tidak sesuai lagi
dengan perkembangan keadaan saat ini ;

bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Kapal Perikanan
sebagai sarana untuk mencapai produktivitas hasil perikanan
diperlukan pengujian kesesuaian fisik kapal dengan alat
tangkap yang digunakan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah
Provinsi Sumatera Utara tentang Retribusi Pengujian Laik
Tangkap Kapal Perikanan.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan
Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1103) jo. Peraturan Pemerintah
Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

3. Undang - undang ........
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. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona

Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3260) ;

Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493) ;

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan
Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4048) ;

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4389);

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433);

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3258) ;

11. Peraturan ..............
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Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai
Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 54 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139)

4

Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun
2001 tentang Dinas — Dinas Daerah Propinsi Sumatera Utara
(Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2001
Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Menetapkan

dan
GUBERNUR SUMATERA UTARA

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN LAIK
TANGKAP KAPAL PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera
Utara.

Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.

Bupati/Walikota adalah Bupati/ Walikota Kabupaten/Kota yang
Daerahnya mempunyai pantai/laut atau yang berpotensi
perikanan laut.
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Dinas adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sumatera
Utara.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan
Provinsi Sumatera Utara.

Penguji adalah setiap tenaga penguji yang dinyatakan
memenuhi kualifikasi teknis tertentu dan diberikan sertifikat
serta tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang
kualifikasinya.

Laik Tangkap adalah kesesuaian fisik kapal dengan alat
tangkap yang digunakan.

Kapal Perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung
lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan
ikan, temasuk untuk melakukan survei atau eksplorasi
perikanan.

Pengujian Laik Tangkap Kapal Perikanan adalah kegiatan
teknis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Unit yang
ditunjuk agar kapal perikanan selalu dalam keadaan laik
tangkap.

Kapal Wajib Uji adalah setiap kapal perikanan yang
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
wajib diujikan untuk menentukan kelaikan tangkap.

Uji Berkala adalah pengujian laik tangkap kapal perikanan
secara berkala terhadap setiap kapal wajib uji.

Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala
berbentuk buku berisi data dan legitimasi hasil pengujian
setiap kapal wajib uji.

Grose Tonage selanjutnya dapat disingkat GT adalah satuan
kapasitas muatan kapal.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun
yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,
perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik
Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun,
persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan
atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun,
bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha
lainnya.

Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan
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kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang/ pribadi
atau badan.

Retribusi Pengujian Laik Tangkap Kapal Perikanan selanjutnya
dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan
pengujian laik tangkap kapal perikanan sesuai dengan
peraturan  perundang-undangan yang berlaku yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang
menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan
untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut
atau pemotong Retribusi tertentu.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang
merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk
memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah
Daerah.

Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah selanjutnya dapat
disingkat SPdAORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib
Retribusi untuk melaporkan data Objek Retribusi dan Wajib
Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran
Retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-
undangan Retribusi Daerah.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya dapat disingkat
SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan
besarnya pokok Retribusi.

Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya dapat disingkat
STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi
dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar selanjutnya
dapat disingkat SKRDKB adalah surat ketetapan Retribusi yang
menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi, jumlah kredit
Retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi,
besarnya sanksi administasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan
selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan
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